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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

SOSIAL KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI 

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

DIREKTUR UTAMA  

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 

 

 

Menimbang  : 
a. bahwa untuk menciptakan tata kelola administrasi 

kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang baik, 

perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pendaftaran, 

perubahan, dan pelaporan khususnya pada segmen 

peserta pekerja penerima upah; 

b. bahwa untuk kemudahan akses dan kepastian 

hukum pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja 

penerima upah yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja, perlu meningkatkan efektivitas 

sistem pelaporan administrasi kepesertaan;    

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan; 

 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5256); 

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

 
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 922); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG 

ADMINISTRASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN 

KESEHATAN. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1666) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 922), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa 

perlindungan kesehatan agar Peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan yang diberikan kepada 

setiaporang yang telah membayar Iuran 

Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan 

Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah. 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
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yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang 

asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan 

di Indonesia, yang telah membayar Iuran 

Jaminan Kesehatan. 

4. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya 

disebut Iuran adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi 

Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah untuk program Jaminan 

Kesehatan. 

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan 

adalah fakir miskin dan orang tidak mampu 

sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan. 

6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

7. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya 

disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja 

pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau 

Upah. 

8. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara 

adalah:  

a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;  

b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan 

perusahaan bukan miliknya;  

c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di Indonesia, mewakili perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b yang berkedudukan di luar wilayah 

Indonesia. 
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4. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya 

disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja 

atau berusaha atas risiko sendiri. 

5. Bukan Pekerja, yang selanjutnya disingkat BP 

adalah setiap orang yang bukan termasuk 

kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, 

dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah 

Daerah. 

6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota 

lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan pejabat lainnya yang 

ditentukan oleh Undang-Undang. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PNS adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

8. Prajurit adalah anggotaTentara Nasional 

Indonesia. 

9. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah 

Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

10. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai Veteran Republik 

Indonesia. 

11. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis 

Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai 

Perintis Kemerdekaan atau pemberian 

penghargaan/tunjangan kepada Perintis 

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 


